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Gll3ER.,TRBENGKULC 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 
NOMOR \? T AHUN 2011 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK TAHUN AJARAN BARU 
KEPADA PNS/CPNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! BENGKULU 

TAHUN ANGGARAN 2011 

Menimbang 

Mengingat: 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BENGKULU, 

a. bahwa berpedoman pada Paso! 39 ayat (?al Permendagri Nomor 
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atos Permendagri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta membantu 
pegawai negeri sipil sebagai orangtua pelajar/ mahasiswa 
menghadapi tahun ajaran baru, maka perlu memberikan 
tambahan penghasilan untuk tahun ajaran baru kepada PNS/CP"-1S 
dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; 

b. bahwa anggaran untuk pemberian tambahan penghos r 
sebagaimana dimaksud huruf a telah dialokasikan dalam Pe~a· u ·:r 
Daerah Nomor l Tahun 2011 tentang APBD Provinsi Bengku:_ -"J .. _ .... 

Anggaran 2011 don Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor ' •::nv" 

2011 tentang penjabaran APBD Provinsi Bengkulu Tahun N 2.;:::-.::r 
2011; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a don b ct:r:E' ce- _ 
ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentarg c.-:::~::e- r 
Tambahan Penghasilan Untuk Tahun Ajaran Boru Kepo0'.l ;:,"",:. :;;:,,.._: 
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Toh1_,:-- ';6 ~ •e-·:rg 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lemboron ",ego·;:: Re::_::-, < 
Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tombahon le""b<r:::r "-e~~;:i 
Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Llndong-Undong Repub!;K Indonesia Nomor 28 Tar,ur ':Y9Y •e"·:i"~ 
Penyelenggoroo'.' t-.ego'a yang Bersih don Bebas dor Ko,..u:::s. Kc J: 
don "-lepotisme (~embo•on Negara Republik ·11dones;o -o..,_n · ~.; 
Nomor 75. Tomboho:1 [.e=baron Negara Repub':.: 'laores::: ,o~: · 
3,351}: 

3. Voo"'g-Jndorig Rep-.::-<. ~aonesio Nomor ·, -O"-~ 2".1:'~ •=-=·; 
(e_::rgo.., Negara -e""t)C·on l';egora Reovbr.:: "r-do"'e:: -:- --
2:X:3 ",o,,...o- t7 ".'o.,..c.:1:-0"' _e"'DOrO" Negara R.e:::_:::: ( -::·-?: 
,:.,...o•.t286 · 
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4. Undong-Undong Republik Indonesia Nomor l Tahun 2004 tentang 
Pefbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355): 

5. Undong-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Repubtik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan don Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atos Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat don 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, T ambahan Lem baron Negara Republik Indonesia 
Nomor4438); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 
tentang Ber1okunya undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tohun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 
(Lembaron Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 
Tombahon Lemboran t>.egaro Republik Indonesia Nomor 2884); 

l 0. Peraturon Pemerintor Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Stander AKun+ansi Pemerintahan (Lembaron Negara 
Republik Indonesia ~ar~r, 2005 Nomor 49, Tombahan Lembaron 
Negara Republik !nconesia Nomor 4503); 

11. Peroturan Pemerinta" i<epublik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Penge'o:oo" Keuangan Daeroh (Lembaron Negara 
Republik lndones,a TarJ~ 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaron 
Negara Republik !r,co,es·o Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerin•c'"I "- ::i ...... or 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Uruson Pemerintara" A~'ara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi don Pe!'"'e""r'a'"'o.,.1 :>aerot-- Kobupaten/Koto (Lemboron 
Negara Repuoik [rdo~esia Tori.,n 2007 Norrior 82, Tambahan 
Lembaran Negara "lo..,..o· 4-37,· 

13. Peroturan Menter C)::i o-r "-ege" Noma· '6 iO'lJn 2006 ten1o'1g 
Prosedur Penyvsur::r Prcj~;: '"'JKv'"'l Doe•a.-,· 
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· t .;;:·.::·J-o'"' lv'en•e"' Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ien•ang 
.:e.1::...,.,an Pengetolaan Keuangan Daerah sebogaimana 1elah 
:i~ooh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2' Tahun 
2.-:; · I tentang Perubahan kedua Atos Peraturan Menteri Dalam 
r-.egeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6). 

16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 
Nomor 1 Tahun 2011 ); 

17. Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 1 Tahun 201 l tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah Provinsi 
Bengkulu Tahun Anggaran 201 l (Berita Daerah Provinsi Bengkulu 
Tahun 2011 Nomor l Tahun 2011 ); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN UNTUK TAHUN AJARAN BARU KEPADA PEGAWAI 
NEGERI SIPIL/ CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINS! BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2011 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Prov. '1Si Bengkulu; 

2. Gubemur adalar Guberrur Bengkulu; 

3. Sekretaris Daerah se'anjutnya disingkot Sekda adalah Sekretaris 
Daerah Provinsi Beng,:J\J; 

4. Saluan Ke~a ?e0or,g;::a• Daerah selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat doera'l pada Pemerintah Provinsi Bengkulu 
selaku pengguna ongg-:iran/pengguna barang: 

5 Pergguna A'lggYa~ oco ah pejabal pemegang kewenangan 
penggunaa'1 o.,gga·:i- u"'\.,;: rnelaksonokan tugos pokok don 
;urgsi SKPD yang d.::: ~;:;. -.,y,::i 

6 ::,egcwo l'.eger S ,::- C:i ::,., ?egawai Negeri Sipil selonjutnya 
d°s·.rgic::i' 0 '-1S. :::-=-,.s 'JC::.:::>"' ;,~S/CPNS d r'gkungan Pemerintah 
::=-rc~·,....s B-ef"\ JK..., lo,; 

- -.:in.,- A_:i·c,.. :1:1::r:r -::i..,~n a~::irc.-- ooru seko1ot, olau 
~ - ve~ • :JS :ec :r- -~ ;;; ~e ::ie-.:J ::i· b ::i,:i oe OJor / mohasiswo 
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·4. ='e~--~o- Yer•e~ Doom Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Peo::'11C'l Pe"'ge o!aar Keuangan Daerah sebogaimana telah 
:Lbor de'lgan Peroluran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2.:.'' tentong Perubahan kedua Atos Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6). 

16. Peroturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 
Nomor l Tahun 201 l ); 

17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor l Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendopatan don Belanja Daerah Provinsi 
Bengkulu T ahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu 
Tahun 2011 Nomor l Tahun 2011 ); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN UNTUK TAHUN AJARAN BARU KEPADA PEGAWAI 
NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINS! BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2011 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Posol 1 
Dalom Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adaloh Provinsi Bengkulu; 

2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu; 

3. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkot Sekdo adalah Sekretaris 
Daerah Provinsi Bengkulu; 

4. Saluan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD 
odalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu 
selaku pengguna anggaran/pengguna barang; 

5. Pengguna Anggaran adaloh pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksonakan tugas pokok don 
fungsi SKPD yang dipimpinnya; 

6. Pegowai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnyo 
disingkat PNS/CPNS adalah PNS/CPNS dilingkungan Pemerintah 
Provinsi Bengkulu; 

7. Tahun Ajaran adalah Tahun ajaran baru sekolah aim; 
Universitas/Sekolah Tinggi sederajat bagi oelajar / mahasiswa 
Tahun 2011; 
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8 Eienaa1->ora Pe~gelJaron odolah pejobot fungsionol yang 
j •t. r,juk r"'enerimo. menyimpon, memboyarkan. 
n--enatausohakan. don mempertonggungjawabkan uong untuk 
keperluon belanja doerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
poda SKPD. 

9. Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat APBD adalah APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2011; 

10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dona untuk 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DP A­
SKPD. 

13. Surat Perintah Pencoiron Dona yang selonjutnya disingkot SP2D 
adolah dokumen yang digunokon sebogoi dasar pencoiran 
dona yang diterbitkon Bendaharo Umum Doeroh berdasarkan 
SPM. 

BABII 
KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

UNTUK TAHUN AJARAN BARU 

Pasal2 
Tombohon penghosilan untuk tohun ajaran boru, dopat diberikan 
kepado PNS/CPNS dilingkungon Pemerintoh Provinsi Bengkulu 
dengon kriterio : 
a. berstatus PNS/CPNS oktif yang meloksonokon tugos dilingkungan 

Pemerintoh Daerah Provinsi Bengkulu; 
b. Diusulkan oleh Kepala SKPD; 
c. Khusus untuk PNS pindohon dori Kobupoten/Koto don otou 

Pemerintoh Doerah lain diberikon Tambohon Penghosilon 
setelah bertugos di Pemerintah Provinsi Bengkulu sejak tanggal 
31 Desember 2010. 

Pasal3 
Besarari tambahan peng'1asilan sebagoimana dimoksud Pasal 2 
odalah sebagoi beriku• : 
a. Tert-adap PNS doerikar sebesar Rp. 3.000.000.- (tigo juta rupiah) 

per IO'lU!"\" 

t ~e'"::id:io CPNS a be,;o:::i'1 sebesor 80% X Rp. 3.000.000 - = 
-:p 2.t.::::.JOO- Ov'.J ·v•o e=oot 'OIJS r'Ou rupiar) oe.ta>-._ ,-
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Posol4 
::'-;?- ;;r :::e--,:: ::;- ?:!"'" <=~::.~p~:::n Ke~organ daeroh yang 
·e--t:::-::s --~:: ·-:--:::}_::= ~: :c,,.5 ;;.e..,...er,...;oh Doeroh Provinsi 
Be-g"- _ • ::i-;;; c:-=--_ 2::s c :i:i ::i ?e~e•n'O!' ::>aerah lain a tau 
.,.,.5 :::::,";~ •·::r :::r .:~e--~·:::" =:.oe·:J'"' 1" yang ber.ugas di 
Pemdo P•c, '"$ 5-e-;:<. J se"::i P",,: 10- J Ce", .,n d Oawar terh:!ung 
rnu,o: to'igg:i ·,.,- ·:r ;rn:1 · _ ~ 2'.;" • ::a.: dioerikan tambaran 
penghas~a'1 " · 

BAB Ill 
TATA CARA DAN MEKANISME SERTA SYARAT-SYARAT 

PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Posol5 
(1) Penetapan ;u= :J" ?NS/CPNS dilingkungan SKPD yang akan 

diberikan tamt a'1on penghasilan untuk tahun ajaran baru 
ditetapkan dengan Kepulusan Kepala SKPD. 

(2) Penelapan juma" sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l ) 
adalah berapa jum ah PNS/CPNS per golongan. 

Pasol6 
Mekanisme pengajuan tombahan penghasilan untuk tahun ajaran 
baru adalah dengan mekanisme SPP/SPM-LS Gaji/Tunjangan. 

Pasal7 
Syarat-syarat pengajuan SP2D tambahan penghasilan untuk tahun 
ajaran baru adalah sebagai berikut : 
a. Keputusan Kepala SKPD tentang penetapan PNS/CPNS yang 

menerima tambahan penghasilan ; 
b. Dafter Pembayaran tambahan penghasilan; 
c. Surat pemyataan dari Pengguna Anggaran; 
d. Salinan SPD 
e. Pengantar SPP-LS 
f. Ringkasan SPP-LS 
g. Rincian Penggunaan SPP-LS 
h. SPM-LS Gaji/Tunjangan 
i. SSP Pajak Penghasilan 

BAB IV 
TANGGUNGJAWAB PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Posal8 
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab alas 
pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan don kebenaran 
dokumen tagihan. 

Pasal 9 
Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab alas pelaksanaan da:1 
ke a'"lcora:1 pe..,.,berian tambaha'i pengrasilan. 
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Posol 10 
PNS/CPNS penerimo tombohan penghosilon bertonggungjowob 
otos dona yang diterimonyo. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Posol 11 
Dengon ditetopkonnyo Peroturan Gubernur ini, moko Peraturon 
Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tohun 2010 tentong Pemberion 
Tombohon Penghosilon untuk Tohun Ajoron Boru Kepodo PNS/CPNS 
di Lingkungon Pemerintoh Provinsi Bengkulu di cobut don 
dinyotokon tidok berloku. 

Posol 12 
Dolom peloksonoon Peroturon Gubemur ini horus sesuoi don 
berpedomon podo ketentuon peraturon perundong-undongon 
yang berloku. 

Posol 13 
Peraturon Gubemur ini muloi berloku podo tonggol diundongkon. 

Agor setiop orang mengetohuinyo memerintohkon 
Pengundongon Peraturan Gubernur ini dengon penempotonnyo 
dolom Berito Doeroh Provinsi Bengkulu. 

Diundongkan di Bengkulu 
podo tanggal o \ - o .- 0-..o i 1 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINS! BENGKULU, 

Ditetopkon di Bengkulu 
podo tonggol ,,101 - cFt - J.o 11 

ti_~NGKULU,~ 
,?-H. JUNAIDI HAMSY AH 

- '.)A::~AH PROVINS! BENGKULL, TAHUN 2011 NOMOR 1 3 

------ . 


